
Mengingat . 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan 
Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2018 tenta.ng 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 
(LPSE) Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dulruu r\Jt'l'.''i i 

Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pcmbcnt uk o u 111111 

Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungun l',·111 T111r1ii1 

Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota, fungN1 Litv,111,111 

Pengadaan Secara Elektronik berada di U11it i,1·:.1:1 

Pengadaan Barang/ J asa; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari 
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka 
perlu mencabut Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Batang 
Hari; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG HARi, 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG BARI 
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 

SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BATANG HARI 
NOMOR {L TAHUN 2019 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINS! JAMBI 

admin
SALINAN



10. Undang-Undang . 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah 
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli. dan Persaingan Usaha yang 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcrnl mrun 
Negara Republik Indonesia Nomor 43S5}; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun '.2()(M 11·1111111~~ 

Pemeriksaan Pengelolaan dun Tanggu11g , l11wnl I 

Keuangan Negara (Lembaran Negaru Rcpubf I< I 11t!111 ii' 111, 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernburun Nq.1,11rn 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82> Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

ten tang 
Dalam 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 

Mengingat 
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Pu r•11 I I . 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 
2018 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANC1/\JAS1\ 
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH K/\Hlll'/\'l'l•:N 
BATANG HARI 

Menetapkan 

'r arrun ~uio teruang i--e111ue.tlLUAa.11 Uc:U1 0LL~u.1.1L-1.., . .i 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ba.tang 
Hari Tahun 2016 Nomor 11); 

16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Kabupaten Batang Hari Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 82); 

J. 0. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tu r i~t I\ I 111111 t 111 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik l11d,1111·1111, 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcrnbru uu N,·,1,11111 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntuug 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, 

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 33); 

13 .. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 
Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerinta.h Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 

-3- 



BERI 

Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal ;2 _ r - 20 1 9 

Mu11111 1111111111 

· .. ~o I q 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peru tu run 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buln11g I hui 

Pasal 2 

Pasal 1 
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pernerintah Kabupaten 
Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 9), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

-4- 




